
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda 

dengan empat variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) dan 

satu variabel dependen (kinerja keuangan) pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa: 

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

hitung sebesar 3,026 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 (p<0,05). Hal 

ini karena pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, sehingga hasilnya bisa bebas dimanfaatkan oleh pemda untuk 

meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk 

membiayai belanja rutin non pegawai. 

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

hitung sebesar -0,294 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,770 (p>0,05). 

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penerimaan retribusi digunakan 

untuk membiayai belanja rutin pegawai. 
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3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,425 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001 (p<0,05). Hal tersebut dikarenakan hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, sehingga hasilnya bisa langsung digunakan pemda untuk 

meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk 

membiayai belanja rutin non pegawainya. 

4. Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t hitung sebesar 0,807 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,424 

(p>0,05). Hal tersebut dikarenakan penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak 

bersifat tetap, salah satu contohnya hasil penjualan aset daerah, tidak setiap 

bulan atau tahun suatu pemda melakukan penjualan aset daerahnya, 

sehingga lain-lain PAD yang sah tidak bisa dijadikan penerimaan tetap 

untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini 

untuk membiayai belanja rutin non pegawai. 

 

B. Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti antara lain: 

1. Masih menggunakan peraturan dan undang-undang yang lama. 
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2. Hanya menggunakan periode waktu selama tiga tahun saja dan dengan 

sampel yang terbatas yaitu 18 kabupaten/kota. 

3. Hanya menggunakan satu pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan 

daerah 

 

C. Saran 

 Dari hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran yaitu: 

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar disesuaikan menggunakan 

peraturan dan undang-undang yang baru 

2. Menambahkan jumlah sampel dan periode waktu penelitian. 

3. Menambah pendekatan lain dalam mengukur kinerja keuangan daerah 
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